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Perrnohonan Insentif Bagi Anggota Komile MutuPerihal

Yth. Direktur
PiimTih Q'liil/it I Inrlonn

Surabaya

Dengan hormat,

S^hubungan dangan upaya paningkatan mutu dan kasalamatan pasian yang talah dilakukan o!ah Komita

Mutu Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya sejak November 2021 berdasarkan Keputusan Direktur RS

Mata Undaan nomor 1287/KEP/D1R/RSMU/XI/2021 tentang Komite Mutu Rumah Sakit Mata Undaan

Surabaya, bersama ini kami lampirkan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 80 tahun 2020 tentang

Komite Mutu Rumah Sakit sebagaimana terlampir, Bahwasanya pada BAB IV Pasa! 16 tertulis:

(i) Pendanaan Komite Mutu bersumoer dari anggaran Rumah Sakit.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pelaksanaan tugas dan

fungsi serta insentif anggota Komite Mutu.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan kemampuan keuangan Rumah
Sakit.

Berdasarkan pernyataan tersebut di atas, kami mengusulkan adanya insentif bag! anggota Komite Mutu

sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan iebih baik lagi dan sesuai dengan

regulasi yang telah ditetapkan.

Demikian surat perrnohonan ini kami buat, alas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ketua Komite Mutu

dr. UevMi Rosanna, Sp.M

Undaan Kulon 19
Siuafaaya 60274, Indonesia

f Rumali Sakit Mata

Undaan Surabaya

@ rs.mataundaanT 4623'5343 806. 5319619
F 46231 531 7503
E mfo@ismataundadn.co.id rsmataundaan.co.id



MENTERl KESEHATAN
REPUBUK INDONESIA

PERATURAN MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 80 TAHTIN 2020

TENTANG

KOMITE MUTU RUMAH SAKIT

T\TT7VT/T. AM TJATTKiCA'T' 'PT TU A M V A M/P AfAITA TTOA
ill kl livii VI. iLJiiiiii 11 ii’iO l»ii ii 11 i iLibA

MENTERl KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa rumah sakit berkewajiban untuk meningkatkan

mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah

sakit melalui penyelenggaraan tata kelola mutu rumah

sakit yang baik;

bahwa untuk penyelenggaraan fungsl tertentu di rumah

sakit dapat dibentuk komite sesuai dengan kebutuhan

dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan dan

keselamatan pasien;

bahwa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan

rumah sakit atas penyelenggaraan tata kelola mutu

rumah sakit yang baik, perlu dibentuk suatu unit

organisasi di internal rumah sakit yang berfungsi

mengoordinasikan penerapan mutu dari setiap tata kelola

pelayanan yang dilakukan oleh unit organisasi lainnya di

rumah sakit;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu

1 Peraturan ̂iSriteri Kesehatan tentang Komite
o t w

b.

c.

d.

Mutu Rumah Sakit;
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Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran

401
■ --

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang

IVIorrofO Tv»/4/^r>
A

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik

Mengingat 1.

2.

3.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah

Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik

Mcmcr 5072);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga

Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik
TVrorr>o»*
A  WW I fj

/4

4.

5.

6. Peraturan Presiden Nomor 35 tahun 2015 tentang

Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);

^  ̂ TVT/^t^ ....
Do 77 oni K + o rt

Pedoman Organisasi Rumah Sakit (Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 159 Tahun 2015);

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 11 Tahun 2017

V

8.

Voo 1o»-n<a + OT^ D ATonro t*oo oiot^
* ’ '-to-** -*■

Indonesia Tahun 2017 Nomor 308);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020

tentang Klasiflkasi dan Perizinan Rumah Sakit (Berita

Republik Indonesia Tahu^

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020

onon o 1 \-

M 1 1 4AV
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG KOMITE

MUTU RUMAH SAKIT.

BAB I

KETEMTUAM UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

Komite Mutu Rumah Sakit yang selanjutnya disebut1.

IComillw adala^ iinofi'** l o o o l r>r^-r> stm.ktnr'al* ^r<rr> rr
 J

membantu kepala atau direktur rumah sakit dalam

mengelola dan memandu program peningkatan mutu dan

keseiamatan pasien, serta mempertahankan standar

o ̂ TO Tn o Vi salci^

2. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan

secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat

fotvot loloT^ dan >^TJT»ro+ Hot*VM*o +- J

3. Kepala atau Direktur Rumah Sakit adalah pimpinan

tertinggi di Rumah Sakit yang bertugas memimpin

penyelenggaraan Rumah Sakit.

a Iiienteri adalah men^^**i m oTtTTolot-K-rrrofol^o»^ iTfo-r* rr
●*b *-..*.w**^

pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2
n\ Qo'fiot^ TPnTv»oV« Colri+ iiroiiV* m£nysien''^^aral^an ■^o + o 1^o1r»1o

mutu.

(2) Tata kelola mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan untuk meningkatkan mutu Rumah Sakit dan

mempeiTahankan standar pela.yana.n Rumah Sakit.

Pasal 3

(1) Penyelenggaraan tata kelola mutu sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 2 dapat dilakukan melalui pembentukan
i-f «»

WW
A 0^100

''●“to-

sumber daya, dan beban keija Rumah Sakit.
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(2) Dalam hal Rumah Sakit belum mampu membentuk

Komite Mutu, penyeienggaraan tata kelola mutu Rumah

Sakit dapat dilaksanakan oleh tim penyelenggara mutu.

BAB II

r\oriAivTTCdOT

Bagian Kesatu

Umum

Drjcol A,

(1) Komite Mutu dibentuk oleh Kepala atau Direktur Rumah

Sakit dan ditetapkan dengan surat keputusan.

(2) Komite Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada

d’ ba'vah dcm i-r»m r> rr K 1 o o O '<"^1 11 Off TO
‘--I-

Direktur Rumah Sakit.

Bagian Kedua

r\y /A o rtorv+o OM
* —‘to

Pasal 5

(1) Susunan organisasi Komite Mutu paling sedikit terdiri

atas:

●>

sekretaris; dan

anggota.

(2) Ketua dan sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

b.

c.

huru^ o dan huruf b rr1 ooVTOTroT o-no'rTO+’o

(3) Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak

boleh merangkap sebagai pejabat struktural di Rumah
Sakit.

»w, w.
IA\ Ketua o orfo+-o ool^o rroim oo»*»
V -I O

dimaksud pada ayat (1) dipilih dan diangkat oleh Kepala
atau Direktur Rumah Sakit.
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Pasal 6

(1) Keanggotaaji Komite Mutu paling sedikit terdiri atas:

a. tenaga medis;

b. tenaga keperawatan;

c. tenaga kesehatan lain; dan

d. tenaga non kesehatan.

(2) Jumlah personil keanggotaan Komite Mutu sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan

dan ketersediaan sumber daya manusia Rumah Sakit.

Pasal 7

(1) Keanggotaan Komite Mutu diangkat dan diberhentikan

oleh Kepala atau Direktur Rumah Sakit.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hams memenuhi

persyaratan:

a. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;

Untuk m enj—Hi Komiter» rrrr/1+o

K /7vVl O +■ TOO
J

o n i r1 o  1 nxrri ●

memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman bekeija

dalam penyelenggaraan mutu Rumah Sakit;

bersedia bekerja sebagai anggota Komite Mutu; dan

c.

d.
o o nrl^o f o

t' ■>

keselamatan pasien, dan manajemen risiko di Rumah
Sakit.

(3) Masa kerja keanggotaan Komite Mutu berlaku untuk
rrl o1.ri-n Q /+irro^ +oV»-»i

“ \
- A rt

J

setelah memenuhi persyaratan.

Pasal 8
n \ Dll Co + ^ o 0 +
K'^’f ●t'

memberhentikan anggota Komite Mutu sebelum habis

masa kerjanya yang disertai dengan alasan

pemberhentian.
A 1 r> c* o m V\OfV» o .V. o o Ai olroxx A o rio

V—y r'-"- ■J

(1) meliputi:

a. tidak melaksanakan tugas dengan baik;

b. melanggar etika;
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c. terlibat dalam tindakan yang merugikan Rumah

Sakit; dan/atau

d. dipidana karena melakukan tindak pidana kejahatan

berdasarkan putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap.

ICsmi kw

dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis oleh

Kepala atau Direktur Rumah Sakit kepada ketua

dan/atau anggota yang diberhentikan.

o-i-i -ft... . *i*utu ssbo rro 1 wi o VI o

Pasal 9

(1) Dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan

tata kelola mutu Rumah Sakit, komite lainnya yang
1o1 o1.ro fii n 2*'siko dan Ir’O o o o o v>ro o VI v*vre*i vr>ono

U

pasien dapat diintegrasikan dengan Komite Mutu.

(2) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

dengan membentuk subkomite.

Bagian Ketiga

Tugas dan Fungsi

Do oo1 in

(1) Komite Mutu bertugas membantu Kepala atau Direktur

Rumah Sakit dalam pelaksanaan dan evaluasi

peningkatan mutu, keselamatan pasien, dan manajemen

h

(2) Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan dan evaluasi

peningkatan mutu, Komite Mutu memiliki fungsi:

a. penyusunan kebijakan, pedoman dan program kerja

pelayanan Rumah Sakit;

b. pemberian masukan dan pertimbangan kepada

Kepala atau Direktur Rumah Sakit terkait perbaikan

il^o At T W> O

f-11 Diirr>oV« CJol.ri + .

pemilihan prioritas perbaikan tingkat Rumah Sakit

dan pengukuran indikator tingkat Rumah Sakit serta

menindaklanjuti hasil capaian indikator tersebut;

c.
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d. pemantauan dan memandu penerapan program

mutu di unit kerja;

pemantauan dan memandu unit kerja daJam memilih

prioritas perbaikan, pengukuran mutu/indikator

mutu, dan menindaklanjuti hasil capaian indikator

mutu;

fasilitasi penyusunan profil indikator mutu dan

instrumen untuk pengumpulan data;

fasilitasi pengumpulan data, analisis capaisui,

validasi dan pelaporan data dari seiuruh unit keija;

pengumpulan data, analisis capaian, validasi, dan

pelaporan data indikator prioritas Rumah Sakit dan

indikator mutu nasional Rumah Sakit:

koordinasi dan komunikasi dengan komite medis dsin

komite lainnya, satuan pemeriksaan internal, dan

unit keija lainnya yang terkait, serta staf;

r>plaVQQr?aoii Hnbnmoan iintnV V^v»dayar o r

e.

f.

g-

h.

1.

1
j ■

mutu di Rumah Sakit;

pengkajian standar mutu pelayanan di Rumah Sakit

terhadap pelayanan, pendidikan, dan penelitian;

k.

1
* t'-* —

m. penyusunan laporan pelakasanaan program

peningkatan mutu.

(3) Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan dan evaluasi

1roe«o1 o YY^ nirtri
r>oc>igji Komite I^tAUtu memiliki fungsi'* 1-

a. pen3nasunan kebijakan, pedoman, dan program keija

terkait keselamatan pasien Rumah Sakit;

b. pemberian masukan dan pertimbangan kepada

riolnm

pengambilan kebijakan keselamatan pasien;

pemantauan dan memandu penerapan keselamatan

pasien di unit kerja;

mct’^^as' sdu^^‘

penilaian tentang penerapan program keselamatan

pasien;

pencatatan, analisis, dan pelaporan insiden,
«1nl

konsuhasin c*i

o r«i 1 A  ic’ic'

c.

e.
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pemberian solusi untuk meningkatkan keselamatan

pasien;

pelaporan insiden secara kontinu sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan;

melaksanakan pelatihan keselamatan pasien; dan

f.

g-

1
|3 C1 CLai! CLS CLTl d', O p ̂ t*0 -pi

keselamatan pasien.

(4) Dalam melaksanakan tugas pelaksanaan dan evaluasi

manajemen risiko, Komite Mutu memiliki fungsi:

^’^envnsiinan kcbi'akan ^edoman dan ’^ro^^am keria

terkait manajemen risiko Rumah Sakit;

b. pemberian masukan dan pertimbangan kepada

Kepala atau Direktur Rumah Sakit terkait

manajemen risiko di Rumah Sakit*

c. pemantauan dan memandu penerapan manajemen

risiko di unit keija;

d. pemberian usulan atas profil risiko dan rencana

o

penanganannya;

e. pelaksanaan dan pelaporan rencana penanganan

risiko sesuai lingkup tugasnya;

pemberian usulan rencana kontingensi apabila

kcndisi yang tidak norr

g. pelaksanaan penanganan risiko tinggi;

h. pelaksanaan pelatihan manajemen risiko; dan

i. penyusunan laporan pelaksanaan program

manajemen risiko.

(5) Selain melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) sampai dengan ayat (4), Komite Mutu juga

melaksanakan fungsi persiapan dan penyelenggaraan

f.

Pasal 11

(1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10, Komite Mutu dapat dibantu

cleh. tim yang bersifat ad. hoc yang terdiri atas komite atau

unit keija lain, dan pakar/ahli yang terkait.
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(2) Tim yang bersifat ad hoc sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) ditetapkan oleh Kepala atau Direktur Rumah

Sakit berdasarkan usulan ketua Komite Mutu.

Pasal 12

/n Rasil pdaksa ■ft crc>ii  sebagaimana

dimaksud dalam Pasal lO dilaporkan secara tertulis

kepada Kepala atau Direktur Rumah Sakit disertai

rekomendasi, paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan atau

(2) Kepala atau Direktur Rumah Sakit sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) melaporkan hasil kegiatan

penyelenggaraan mutu kepada pemilik Rumah Sakit, atau
/TO^iro o 1

●  A % M w  -

pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

(3) Pemilik atau dewan pengawas Rumah Sakit sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) memberikan umpan balik berupa
OfimoVi-A V«r%r»1o o + *1

untuk ditindaklanjuti.

Pasal 13
n\ r»oi r~i rAfri -a 4*1^1 Vv 1 O 1^0 o ̂  1 c*

●J

dan fungsi Komite Mutu, dapat dilakukan upaya

peningkatan kapasitas keanggotaan Komite Mutu.

(2) Upaya peningkatan kapasitas sebagaimana dimaksud

ayat (1) dilaksanal'ian meialui pelatihan

pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau Rumah Sakit

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

r»r\o

BAB III

PENYELENGGARAAN

no o o1 1 a

Kepala atau Direktur Rumah Sakit menetapkan kebijakan,

prosedur, dan sumber daya yang diperlukan untuk

menjalankan tugas dan fungsi Komite Mutu.
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Pasal 15

(1) Koraite Mutu dalam meiaksanakan tugas dan fungsinya,

dapat berkoordinasi dengan unsur komite medis, komite

keperawatan, komite pencegahan dan pengendalian

infeksi, komite etik dan hukum, dan unsur organisasi
I't* r-} f 1

(2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan melalui tata hubungan keija penyelenggaraan

mutu di Rumah Sakit yang ditetapkan oleh Kepala atau

o ViTP*

(3) Tata hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) meliputi:

tata hubungan kerja dalam penerapan peningkatana.

*●9

b. tata hubungan kerja dalam penerapan keselamatan

pasien; dan

tata hubungan kerja dalam penerapan manajemenc.

BAB IV

PENDANAAN

Do oo1 1

(1) Pedanaan Komite Mutu bersumber dari anggaran Rumah
Sakit.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
i rrt 1 1.TO A ftiryrreyi c Cf+oo 1 rro o o »">

to—~

insentif anggota Komite Mutu.

(3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai

dengan kemampuan keuangan Rumah Sakit.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Poool 1 1

(1) Pembinaan dan pengawasan penyelengaraan Komite

Mutu dilakukan oleh Menteri, kepala dinas kesehatan



-11-

daerah provinsi, dan kepala dinas kesehatan daerah

kabupaten/kota sesuai dengan tugas, fangsi, dan

kewenangan masing-masing.

(2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri, kepala

kesehatan daerah kabupaten/kota dapat melibatkan

perhimpunan, organisasi profesi, dan/atau asosiasi

Rumah Sakit.

1 ^ r-i 1

olri ir1 r-\o

ayat (1) dilaksanakan melalui:

advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, dan

bimbingan teknis;

w,

a.

K tN <»-»n 1 rr1o + o r> t^ooif oc> e»i iT»r\of ox »v> o»-«x 1 e*»o ●
■J

dan / atau

monitoring dan evaluasi.c.

UAT3 \7X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18
Pi V> CJolrit" telah TViorxxr«1 Iro V r»mi+o TV^ntiiXTorirr

J
im o ttn rrrrofo

Rumah Sakit sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan,

harus mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri ini paling

lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini
rill nnrt^rr3

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Po col 1 O

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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Agar

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

setian menffetahuinva. memerintahkanorang

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 11 November 2020

M£/1N1£.K1 lVtL.Otl,nrtlAlN

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

TERAWAN AGUS PUTRANTO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 26 November 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1389

Salman sesL^ dengan aslinya

oala Biro Hukum dan Organisasi

ral Ksmentcrian Kesehatan

// ̂
'-1/ f o r *

V

Sundttyo, SH, MKM, M.Hum

"^NIF 196504081988031002
£ £■


